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ABSTRAK 

Anak merupakan generasi · untuk: kelangsungan keberadaan suatu bangsa 
dan negara, oleh karena negara melalui alat perlengkapannya harusla berbuat yang 
terbaik bagi anak melalui langkah-langkah yang strategis agar kelangsungan 
negara dan bangsa dapat terjamin dengan baik kedepan dei terwujudnya tujuan 
negara, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam konstideran UUD Negara RI 
1945. Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya 
yang di tunjuk:an untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang 
diskriminatif/perlakuan (child abused) bail< secara langsung maupun secara tidak 
langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 
anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial. 
Adapun permasalahan penelitian ini adalah : 
l. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Fungsi Kepolisian dalam penerapan 

restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ? 
2. Bagaimana penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana ? 
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restorative justice 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ? 
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh 

yuridis empiris, data yang diperoleh akan dianalisis berdasara analisis kualitatif. 
Pengatura hukurn mengenai Fungsi Kepolisian dalam penerapan restorative 

justice system bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Kepolisian Republik 
indonesia telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik 
Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal l lNovember 2006 dengan Nomor Pol : 
TR I 1124 I XI I 2006, antara lain di sebutkan : "Kategori tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak yang di ancam dengan saksi pidana sampai dengan 1 tahun 
dapat diterapkan sebagai diversi; Kategori tindak pidan yang diancam dengan 
saksi pidana di atas 1 tahun s.d 5 tahun dapat di pertimbangkan untuk penerapan 
diversi; dan anak kurang dari 12 (dua belas) tahun dialarang untuyk ditahan, dan 
penangan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep 
restorative justice". 

Penerapan restorative justice merupakan perlindungan bagi anak pelaku 
tindak pidana. Polres Deli Serdang melakuk:an upaya yaitu sedapat mungkin pihak 
kepolisian menerapkan restorative justice dan diversi dalam menangani anak 
berkonflik dengan hukum. Apabila restorative justice dan diversi tidak efektif, 
maka kasusnya akan di teruskan ke Jaksa penuntut Umum untuk di ajuk:an Proses. 

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restorative justice bagi anak 

selaku tindak pidana. Hambatan tersebut di anataranya diterangkan diantaranya 
adalah pengetahuan personil kepolisian yang kurang mengenai Restorative Justice. 

Kata Kunci: Kepolisian, Restorative Justice, Anak. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1 

Anak, baik secara biologis, psikis, sosial, maupun kultural, berada dalam 

kondisi yang rentan dan masih tergantung pada orang dewasa, kerentanan tersebut 

menimbulkan sejumlah risiko yang banyak dihadapi anak. Salah satunya ialah 

menjadi korban kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan orang dewasa atau 

dilibatkan dalam kenakalan atau pelanggaran hukum. 

Polri harus memahami bahwa anak belum dapat bertanggung jawab penuh 

atas perbuatannya, termasuk ketika anak melakukan kenakalan atau pelanggaran 

hukum. Proses pidana dalam sistem peradilan formal yang diterapkan pada anak 

akan membawa trauma baik fisik maupun psikis dan akan berpengaruh buruk 

terhadap masa depannya, terlebih ketika proses tersebut menyebabkan anak 

terpaksa mengalami penahanan sampai pemenjaraan. 

Dilihat dari perkembangan kejiwaan bahwa anak merupakan golongan 

yang sangat rentan dari pengaruh, terutama era globalisasi dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini, dengan segala bentuk fenomena yang 

menyertainya, dapat dimanfaatkan dengan mudah pihak-pihak tertentu, baik untuk 

tujuan positif maupun untuk tujuan yang negatif. Untuk tujuan-tujuan yang 

negatif, sifat anak sangat mudah dipengaruhi untuk berbuat baik atau tidak 

berbuat sesuatu, maka dalam hal ini lingkungan sosial, terutama lingkungan 
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keluarga sangat besar dan sangat menentukan perkembangan jiwa dan jasmani 

anak. 1 

Sanksi pada dasamya adalah penegakan aturan-aturan hukum atau 

keputusan-keputusan hukum secara sah. Sesungguhnya hakikat dari penegakan 

hukum itu adalah bentuk dari kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang 

tidak mau tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum. 

Legimitasi yuridis yang dapat dikemukakan untuk penggunaan bentuk kekerasan 

itu adalah fakta bahwa sesungguhnya ketidakpatuhan pada hukum atau pada 

keputusan-keputusan berdasarkan sistem hclcum yang berlaku. 

Perlakuan bagi anak yang berorientasi terhadap perlindungan serta 

pemenuhan hak-hak bagi anak sudah merupakan suatu kewajiban bagi selu.-uh 

komponen bangsa terutama para aparat penegak hukum sebagaimana telah 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 

Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan .Anak. 

Undang-Undang tersebut merupakanjaminan pelaksanaan hak-hak anak di bidang 

hukum. 

Kepolisian Republik Indonesia telah membuat pedoman dalam 

melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal 

11November2006 dengan Nomor: TR/11241XI/2006, antara lain disebutkan; 

Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan 

sanksi pidana sampai dengan I tahun dapat diterapkan diversi, Kategori 

tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana diatas I tahun s.d. 5 

tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi, dan anak kurang 

1 Tanggapan atas RUU teotang Sistem Peradilan Anak. Dalam Bulletin "Media Pledoi 
Media Komunikasi don Transformasi HakAnak. Edisi I /Volume I, Bandung, 2010, balaman 44. 
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